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Mengaku salah dalam mengelola dana desa, Syamsuni Kepala Desa Merah 

Kabupaten Balangan meminta agar majelis hakim yang mengadili perkaranya agar 

memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Permintaan itu disampaikan terdakwa 

melalui penasehat hukum terdakwa Arbain SH pada sidang lanjutan dipengadilan tipikor, 

Rabu (30/8). “Kami mohon majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya 

kepada terdakwa,” ujar Arbain. 

Diakui, terdakwa memang telah melakukan kesalahan dalam mengelola dana 

keuangan desa di desa yang dipimpinnya.Sehingga akibat perbuaan itu, masyarakat desa 

dirugikan. Namun demikian, lanjut Arbain kendati telah melakukan kesalahan, disisi lain 

terdakwa juga telah banyak memberikan sumbangsih kepada desa Merah.  “Oleh karenanya 

mohon majelis hakim mempertimbangkan kembali terutama pasal yang dijeratkan jaksa 

yakni pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah 

dengan UU No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya. 

Diketahui, JPU Adi Suparna SH, dari Kejari Balangan menuntut terdakwa selama 4 

tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara. Selain itu kepala desa 

yang didakwa melakukan tindakan korupsi senilai Rp195 juta lebih itu, dibebani membayar 

uang pengganti sesuai dengan kerugian negara, bila tidak dapat membayar maka 

kurungannya bertambah selama 1 tahun. Atas pembelaan tersebut, Adi Suparna mengatakan 

Salah Kelola Dana Desa, Kepala Desa di Balangan Minta Keringanan 
Hukuman
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akan menjawabnya secara tertulis. “Sesuai perintah pimpinan untuk pledoi akan kita jawab 

secara tertulis,” ujar Adi. 

Seperti diketahui terdakwa Syamsuni yang menjabat Kades Merah pada periode 

2013-2019 dituduh melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp 

195.337.908. Salah satu yang diduga terkait pengeolaan dana desa yang tidak sesuai adalah 

masalah pembangunan jalan desa yasng tidak dapat diselesaikan oleh terdakwa. 

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa mantan Kepala Desa (Kades) Merah 

di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, Syamsuni terdakwa korupsi dituntut 4 tahun 6 

bulan penjara.  Mantan Kades Merah tersebut langsung mengajukan pembelaan (pledoi). 

Pledoi dibacakan oleh penasehat hukum (PH), Arabian dari Pusbakum yang ditunjuk PN 

Banjarmasin, Rabu (30/8/2023) siang. 

Dalam pembelaannya, terdakwa Syamsuni dikatakan telah banyak berperan dalam 

pembangunan desa saat menjabat Kades Merah, Kecamatan Awayan sejak tahun 2013. Hal 

itu diharapkan penasehat hukum dapat menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam memutuskan perkara kliennya. 

Saat membacakan pledoi, Arbin meminta putusan yang seadil-adilnya dan seringan-

ringannya. Dalam pledoi tertulis itu terdakwa meminta maaf kepada seluruh warga Desa 

Merah maupun pihak lainnya sebab tidak mengelola anggaran dana desa dengan baik. 

Usai pembacaan pledoi, majelis hakim yang diketuai Jamser Simanjuntak 

memberikan kesempatan kepada terdakwa Syamsuni yang mengikuti sidang secara daring 

untuk menyampaikan sesuatu. Terdakwa Syamsuni mengaku menyesal telah 

menyelewengkan dana desa. “Saya sangat menyesal atas perbuatannya yang saya lakukan 

telah merugikan negara,” akunya. 

Syamsuni mengungkapkan harapannya agar majelis hakim dapat memutus 

perkaranya dengan putusan penjara yang ringan atau dibawah dari tuntutan JPU. “Saya 

mohon hakim bisa meringankan hukuman, karena saya punya istri dan anak dua,” 

pungkasnya. Sebelumnya, terdakwa mantan Kades Merah Kecamatan Awayan ini dituntut 

JPU dari Kejari. Balangan dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta 

subsider 3 bulan kurungan. Selain tuntutan penjara, Syamsuni juga dituntut untuk membayar 

uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 195.337.908 dengan jangka waktu sebulan 

setelah putusan inkrah. 

Apabila tidak dapat membayar dalam jangka waktu tersebut, maka harta bendanya 

dapat dilelang atau diganti dengan 1 tahun kurungan. Dalam tuntutan, perbuatan Syamsuni 

terbukti sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat (1) Jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 
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Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk diketahui, hasil dari audit inspektorat, total 

kerugian negara dalam perkara mantan Kades Merah ini yaitu sebesar Rp195.337.908 yang 

bersumber dari APBDes tahun 2017. 
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Catatan: 

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara1 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 20202. 

 

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  Pasal 1 ayat (1) Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

                                                             
1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016 
2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020 
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yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat; dan 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

 

Penggunaan Dana Desa  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan 

Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa; 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa; 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa : 

a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada 

meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 

b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:  

1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;  

2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;  

3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;  

4) meningkatkan pendapatan asli Desa. 

c. penanggulangan kemiskinan;  

Diutamakan untuk:  

1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;  

2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;  

3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai 

untuk menyediakan lapangan kerja; 

4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang 

menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;  

5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). 

d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan 

program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud 

antara lain : 
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a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non 

alam; dan 

b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial. 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud 

merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran 

penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau 

skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19); dan 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa 

BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 


